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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
  
 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ة
 Ta T Te ث
 (Tsa ṡ es (dengan titik di atas د
 Jim J Je ج
 (Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ر
 Ra R Er س
 Za Z Zet ص
 Sin S Se ط
 Syin Sy se nad ss ش
 (Shad Ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (Tha Ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 
 xi  
 
 Gain G Se غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 Lam L Ei ه
ً Mim M Em 
 nun N En ي
 ّ  Wawu W We 
 ٍّ  ha H Ha 
 Hamzah ‟ Apostrof أ
ٌ ya‟ Y Ye 
 
Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( „ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 




























 ain „ apostrof terbaik„ ع
 




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 







 Fathah dan alif atau ya A a dan garis di ا | ي
atas 
 Kasrah dan ya I i dan garis di ي
atas 
 Dammah dan wau U u dan garis di و
atas 
4. Ta’Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah [n]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ٍ), maka ia 
ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِ(alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
7. Hamzah 
Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal 
kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 
umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هيال) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK 
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ABSTRAK 
Nama Penulis : Indri Devianti 
Nim   : 30600117005 
Judul Skripsi :Respon Pemerintah Kota Makassar Dalam Penangan 
Covid-19 ( Studi Kasus Kelurahan Batua ) 
 
Skripsi ini mengkaji tentang “Respon Pemerintah Kota Makassar Dalam 
Penanganan Covid-19 ( Studi Kasus Kelurahan Batua )”  pokok permasalahan yang 
di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana respon pemerintah kelurahan batua 
dalam penanganan covid-19, Bagaimana kebijakan pemberlakuan lokdown kelurahan 
batua dalam penanganan covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui respon pemerintah kota makassar dalam penanganan covid-19 serta dapat 
mengetahui sistem kebijakan pemberlakuan lokdown di kelurahan batua dalam 
penanganan ccovid-19. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
descriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian mengumpulkan data 
dan informasi melalui data dilapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data serta 
penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan (2) yaitu teori kebijakan publik 
dan teori kekuasaan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kota makassar dalam 
penanganan Covid-19 pemerintah setempat baik pemerintah daerah maupun lurah 
sejajaran sangat tanggap dalam menangani Covid-19 khususnya pada kelurahan 
Batua, terutama pada ssat ada warga terindetifikasi oleh virus Covid-19, dan tetap 
mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah kelurahan batua, dan menghimbau 
warganya agar tetap di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah 
kelurahan batua melalakukan kebijakan dalam penanganan Covid-19, tentu kebijakan 
yang dikeluarkan itu masih banyak hal-hal yang perlu ditinjau kembali, tentu kita 
masih mengingat di awal munculnya Covid-19 ini di Indonesia, sebagian respon 
pemerintah menurutnya dinilai sangat lamban dan terkesan memberikan ruang untuk 
oerkembangan Covid-19 ini. Terlebih lagi dengan kebijakan-kebijakan yang 
mewarnai penanganan pandemi ini yang dinilai sebagai konspirasi politik atau 
dengan kata lain hanya sebagai kepentingan politik dari beberapa golongan. Maka 
dari itu, sedari awal penanganan pandemi ini banyak masyarakat yang enggan untuk 
melakukan yang diperintahkan oleh pihak pemerintah dikarenakan masyarakat 
banyak yang berpikiran bahwa Covid-19 ini hanya sebagai isu untuk kepentingan 
segelintir orang saja. Seiring berjalannya waktu, beberapa masyarakat sudah mulai 
mengikuti perintah dari pihak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini, 
seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.  








Tahun 2020 adalah tahun dimana dunia dilanda bencana dan krisis yang 
begitu berat ketika muncul Covid-19, virus ini menjadi phenomena seriua yang 
banyak mengalihkan perhatian masyarakat di hampir seluruh dunia, Awalnya virus 
ini dikewtahui dari pasien yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina 
pada 8 Desember 20219, menyebar dengan cepat dan menghancurkan sendi-sendi 
serta memperlambat perekonmian diseluruh dunia, Data covid-19 pertanggal 18 
november menunjukan bahwa ada 55,326,907 orang yang terindetifikasi positif covid 
dari 216 negara di dunia dan 1,333,742 diantaranya telah meninggal selain itu 
478.720 orang yang tersebar di 34 provinsi yang positif covid. Di Indonesia sendiri 
ada 15.503 orang meninggal karena virus. 
 Ketika Covid-19 muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai menyebar di China 
pada akhir januari 2020, kemudian menyebar ke seluruh dunia sepanjang bulan 
Februari hingga saat ini. Tentu fakta tersebut membuat resah masyarakat, sehingga 
mengharuskan Pemerintah Indonesia memberlakukan Aturan pembatasan Sosial 
Berskla Besar ( PSBB ) dan penerapan physical or social distancing dan juga work 
from home, peraturan ini mengacu pada Undang-Undang No 6\2018 tentang 
kekarantinaan kesehatan yang disahkan Presiden Joko Widodo tanggal 7 agustus 
2018 sebagia paying hukum yang jelas terhadap pemberlakuan kebijakan ini. 
Indonesia, pada tanggal 17 Maret 2020 kasus Covid-19 terdeteksi yang awalnya 
terkonfirmasi hanya dua orang terinfeksi dengan riwayat perjalanan dari negara yang 





terdampak Covid-19  di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat cepat, sehingga 
pada 31 Mei 2020 kasus Covid-19 perhari bisa mencapai 557 orang terinfeksi, sehari 
sebelumnya tepatnya 30 Mei jumlah positif mencapai 25.773 orang sedangkan yang 




 Di Indonesia juga berada dalam kategori bawah negara dengan tingkat 
keamanan ancaman Covid-19. Dalam situasi ini penilaian bahwa system pelayanan 
kesehatan dan jaminan yang tersedia juga masih jauh dari standar universal 
kesehatan. Disini kita dapat melihat pemeberitaan tentang penanganan pandemic 
yang berwarna dengan berbagai kelemahan dengan persoalan penanganan. Laporan 
tersebut nampaknya menggambarkan situasi yang nyata di Indonesia, bahwa situasi 
ini yang menunjukan adanya krisis kebijkan dalam penanganan Covid-19. 
PSBB adalah pembatasan kegiataan tertentu penduduk dalam suatu wilayah 
yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah 
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 
 Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penularan 
belum memperlihatkan  hasil dalam pencegahan atau pengurangan jumlah positif. 
Dalam hal ini, jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah begitupun di Kota 
Makassar yang jumlahnya terus meniungkat dengan Kebijakan yang dikeluarkan 
Pemerintah kota Makassar sepenuhnya belum berjalan dengan sangat baik. Dengan 
bertambahnya kasus sehingga lebih mendorong pemerintah untuk melakukan 
sosialisasi kepada msyarakat namun, Edukasi yang dilakukan tersebut tidak direspon 
                                                             





baik masyarakat. Masyarakat yang masih melakukan aktifitas berkerumun, tidak 
mengunakan masker ketika berpergian dan sebagainya. 
Menjelang hari lebaran terlihat kebanyakan masyarakat keluar rumah untuk 
belanja demi memenuhi kebutuhan lebaran. Kurangnya kesadar masyarakat akan 
bahaya dari wabah Covid-19 menandakan bahwa peran pemerintah dalam melakukan 
sosialisasi masih kurang tegas dalam menanggapi hal tersebut. 
Kebijakan ini di dapat oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk sensitifitas 
pemerintah pada kebijakan yang telah diformulasi dan dimplementasikan dan 
dianggap oleh pemerintah telah berhasil. Pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan 
tes Covid-19, baik melalui rapid tes maupun melalui CPR. Tujuanya agar sebaran 
vaksin corona dapat memutuskan mata rantai covid-19, pemerintah memiliki peta 
sebaran Covid-19 melalui hasil tes tersebut. Tetapi, di Indonesia memang angka tes 
covid-19 itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara 
lainya. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah Indonesia sadar bahwa adanya 
wabah Covid-19 merupakan bencana berskla nasional yang harus diselesaikan 
dengan cara yang luar biasa. Oleh sebab itu pemerintah mnegeluarkan Peraturan 
Penerbitan Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam 
penyebab virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional pada 13 april 
2020, meskipun dalam waktu yang amat lambat di karenakan jumlah orang yang 
terinfenksi virus corona. 
Pemerintah berupaya mengantisipasi perkembangan virus corona yang cukup 
membuat masyarakat khawatir. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, 





untuk beberapa wilayah. Karena dapat menyulotkan masyarakat dalam melakukan 
kegiatan dan mobilitasnya, walaupun beresiko besar, tetapi harus dilakukan dengan 
guna menghentikan penyebaran virus corona tersebut. Lokdown dlaah perluas dari 
social distancing, yang cukup mencangkup wilayah dan territorial tertentu. Di suatu 
daerah atau wilayah telah mengalami lokdown, maka artinya menutup pintu masuk 
dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Jadi jangan heran dalam beberapa 
pemberitahuan kebijakan lokdown ini menjadi bahn pertimbangan beberapa 
pemerintah daerah setempat. Yang menjadi pertimbangaan tersebut adalah 
berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul. 
Per tanggal 03 maret 2020 pemerintah mengumumkan kasus positf Covid-19 
pertama ditemukan di indonoesia.Ironisnya kasus ini pertama kali diketahui melalui 
warga negara asing (WNA) yang terlebih dahulu terjangkit Covid-19 ketika kembali 
ke negara asalnya. Mengetahui hal ini pemerintah tidak lagi boleh kecolongan, maka 
berbagai tindakan pencegahan dan pengobatan guna memutus rantai penyebaran 




Covid-19 mengatakan bahwa indonesia sudah mtelah mengalami situasi yang 
sangat mengkawatirkan pada masyarakat terhadap covid-19 sangat besar., oleh 
karena itu diperlukan kebijakan pemerintah upaya melakukan lokdown, dalam upaya 
memutus rantai penyebaran virus corona Covid-19.
3
 Kasus covid-19 yang terus 
meningkat sangat tajam, menekan pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan 
                                                             
2 Didi Muslim Sekutu, dkk.Karena pandemi.( Gowa: Penerbit Aleph, 2020 ), h. 23 
3
 Nur Rohim Yunus & Annisa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lokdown sebagai Antisipasi 





penularan dengan mengeluarkan kebijakan Lockdown dengan waktu 14 hari. 
Tentunya dengan kebijakan lockdown akan menimbulkan masalah baru 
dimasyarakat. 
Pemerintah mulai gencar melakukan instruksi-instruksi dan himbauan (yang 
semestisnya sudah pada level peraturan yang mengandung unsur paksaan) kepada 
masyarakat. Instruksi dan himbauan mudah diberikan, tapi kembali lagi pada 
kenyataanya bahwa implementasilah yang susah untuk diterapkan. 
Sebagaimana di Indonesia ramai dibicarakan bahwa virus Covid-19 terus 
bermutasi sehingga memunculkan sejumlah varian baru dan gejala-gejala, antara lain: 
1. Virus Alpha dimana virus ini meiliki nama kode B.117 dan pertama 
kali ditemukan di London serta beberapa bagian inggris. 
2. Varian Beta virus varian ini dari covid-19 ini memiliki nama kode 
B.1.351 dan pertama kali mencul di afrika selatan pada awal Oktober 
2020. 
3. Varian Delta Plus memiliki kode nama AY.1 merupakan mutase dari 
Delta Plus ini berawal dari India dan sudah mulai menyebar ke 
sejumlah negara seperti amerika serikat, inggris, dan china. 
Dari data pusat pengendalian penyakit (CDC) bahwa tiga varian tersebut virus 
Covid-19 ini memiliki daya tular yang lebih tinggi dari pada virus aslinya, ketiga 






Secara umum gejala-gejala yang dirasakan dari virus Covid-19 varian baru ini 
meurut World Health (WHO) antara lain, Demam, Kehilangan rasa atau bau, hidung 
tersumbat, dan sesak napas. 
Menurut Jason Tetro ada 3 cara pencegahan corona virus Covid-19 antara 
lain:  
1. Batasi Lingkaran Sosial, dimana virus corona varian apa pun bias juga 
dicegah dengan membatasi lingkaran sosial. Sebab, jika gelombang 
sosial kian membesar, maka akan semakin menulitkan pelacakan jika 
salah satunya positif. 
2. Batasi Transaksi Langsung, jika terpaksa ingin belanja kebutuhan ke 
supermarket atau gedung tertutup, usahakan jangan lama. Sebab, 
setiap menit dihabiskan untuk berbelanja di dalam ruangan meningkat 
resiko tertular virus corona. 
3. Gunakan Masker yang benar, menurut CDC, makser kain bias 
melidungi diri dari virus corona. Namun hal itu tergantung pada jenis 
kain, jumlahnya lapisannya dan kecocokan masker dengan masing-
masing individu. 
Disini juga mejelaskan bahwa ada beberapa jenis pemeriksaan atau tes covid-
19 yang sering digunakan untuk mendetksi seseorang terinfeksi virus corona atau 
tidak. Setiap jenis pemeriksaan juga memiliki cara dan tingkat akurasi yang berbeda-
beda, berikut berbagai jenis tes Covid-19 yang sering digunakan:  
a) Tes Polymerase Chain Reaction (PCR), Tes PCR adalah jenis 





sel, atau virus, termasuk virus Corona. Hingga saat ini, Tes PCR 
merupakan tes yang direkomdasikan oleh Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) untuk mendiagonis COVID-19. Tingkat akurasi tes PCR 
cukup tinggi , tetapi pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang cukup 
lama hingga hasilnya keluar, yaitu sekitar 1-7 hari.Tes  ini dilakukan 
dengan orang yang mengalami gejala Covid-19, seperti batuk, pilek, 
demam, terganggunya indra penciuman, serta sesak napas, khususnya 
jika orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien 
terkonfirmasi COVID-19. 
b) Rapid Test, Selain tes PCR, rapid test juga kerap digunakan sebagai 
pemeriksaan awal atau skrining COVID-19. Sesuai namanya, hasil 
rapid test bisa langsung diketahui dalam waktu yang singkat, biasanya 
hanya sekitar beberapa menit atau paling lama 1 jam untuk menunggu 
hasil pemeriksaan keluar. Hingga saat ini, terdapat dua jenis rapid test 
yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus Corona di 
dalam tubuh pasien, yaitu: Rapid Tes Antigen merupakan suatu zat 
atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus, yang dapat 
masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya 
oleh tubuh, sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat 
kekebalan tubuh (antibodi). Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan 
alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Virus Corona yang 
masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem 
imunitas. Antigen ini juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan rapid 





mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses 
swab. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan rapid 
test antigen perlu dilakukan paling lambat 5 hari setelah munculnya 
gejala COVID-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
pemeriksaan rapid test antigen virus Corona memiliki tingkat akurasi 
yang lebih baik dibandingkan rapid test antibodi. Akan tetapi, 
pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR untuk 
mendiagnosis COVID-19. Rapid test antibody Antigen, termasuk virus 
Corona, yang masuk ke dalam tubuh dapat terdeteksi oleh sistem 
imunitas tubuh. Setelah antigen terdeteksi, sistem imun akan 
memproduksi antibodi untuk memusnahkannya. Keberadaan antibodi 
untuk membasmi virus Corona bisa dideteksi melalui rapid test 
antibodi. Jenis rapid test untuk COVID-19 ini merupakan jenis rapid 
test yang paling awal muncul. Sayangnya, tes ini memiliki tingkat 
akurasi yang rendah dalam mendeteksi keberadaan virus Corona di 
dalam tubuh. Inilah sebabnya rapid test antibodi tidak layak digunakan 
sebagai metode pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit COVID-
19. Hasil pemeriksaan rapid test antibodi untuk COVID-19 dibaca 
sebagai reaktif (positif) dan nonreaktif (negatif). 
Saat ini, rapid test antigen dan antibodi sudah tersedia di Indonesia. 
Berdasarkan tingkat ketepatan pemeriksaan, metode pemeriksaan yang dinilai paling 
akurat untuk mendeteksi keberadaan virus Corona di dalam tubuh adalah rapid test 





Menurut hasil kajian Institute for Development Economics and Finance 
(INDEF) pandemi virus corona telah menjangkit berbagai sektor termasuk 
perekonomian. Tak pelak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, namun tampa 
upaya sigap dari pemangku kebijakan untuk meyelematkan nyawa penduduk 
Indonesia, maka optimism perekonomian tidak akan pernah datang. Maka dari 
pemerintah sebagai pengayon rakyatnya harus memutar otak dengan segala 
kekuatanya yang serba minimalis. 
Penyebaran penyakit pandemi Covid-19 atau yang umum disebut virus corona 
telah memukul telak berbagai sektor kehidupan. Cara penyebaran virus melalui 
kontak antar manusia mengharuskan diberlakukanya Social Distancing (menjaga 
jarak sosial), dimana masyarakat diharuskan berdiam diri di tempat tinggalnya 
masing-masing meminimalisir kontak dengan orang lain dan tidak pergi keluar untuk 
melakukan aktivitas seperti biasanya.Jaga jarak yang menyebabkan terhentinya 
interaksi sosial pada dampaknya juga menghentikan atau menghambat kegiatan pada 
sektor kehidupan. Hal ini tentu menyebabkan penurunan pemasukan untuk 
menghidupi keberlangsungan hidup keluarga dan diri sendiri. 
Anjuran Social Distancing yang diberakukanya pemerintah menghilangkan 
banyak aktifitas warga masyarakat. Contohnyya tidak berbelanja keluar rumah 
sehingga menyebabkan UMKM yang tidak mendapatkan pemasukan. Begitu pula 
dengan jual beli yang dilakukan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan yang 
mengalami penurunan permintaan, misalnya di sebuah kota yang dilakukan 
pemberlakuan Karantina Wilayah dan/atau Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) maka pendapatan masyarakat kota akan menurun karena dibatasinya 





bahkan pada penjualan bahan pangan sekalipun termasuk cabai, sayur mayur, dan 
lain sebagainya yang biasanya menjadi produk unggulan masyarakat desa.
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Akibat tidak ada kebijakan yang menunjukan kesiapsiaagan, pasca 
pengumuman yang terjadi justru ini kegagapan untuk menagani covid-19. Kegagapan 
ini ditunjukan dari aspek yang paling dasar dan tidak jelas seperti rumah sakit 
rujukan, absenya protokol test, peralatan test yang belum tersedia, kurangnya alat 
pelindung diri (APD) kesehatan, dan berbagai masalah yang berkaitan tentang 
penanganan. Hal yang seperti ini berada di level koordinasi pemerintahan dan 
kebijakan, dimana disini terlihat kuat masing-masing lembaga dan pemimpin 




Penerbitan Keputusan Presiden (Keppers) No 7 tahun 2020 tentang Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, tanggal 13 Maret 2020.Setelah WHO 
menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemic tanggal 11 Maret 2020, maka 
pernataan WHO ini menjadi dasar penting diterbitkan Keppres ini. 
1. Penerbitan Keppres Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19, tanggal 20 Maret 2020. Inti perubahannya adalah pada 
Pasal 8 yang mana susunan Dewan Pengarah menjadi bertambah dan 
susunan Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pu 
melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan dan mengubah Pasal 13 
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serta penambahan satu Pasal, yaitu Pasal 13 A sehubungan dengan 
Instruksi Presiden (Inpres) dalam re-focussing kegiatan dan realokasi 
anggaran kementerian/lembaga. Inpres yang dimaksud adalah Inpres 
No. 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Re-alokasi Anggaran 
serta Pengadaan Barang dan Jasa. Keppres ini menunjukkan bahwa 
arah pemerintah lebih jelas dalam menangani COVID-19. 
2. Penerbitan Inpres No 4 tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Re-
alokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa, tanggal 20 Maret 
2020. Inpres ini disusun berdasarkan situasi yang memerlukan 
langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakuka 
refocussing kegiatan, re-alokasi anggaran serta pengadaan barang 
dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Inpres ini 
menjadi dasar perubahan alokasi anggaran khusus untuk penanganan 
COVID-19. Inpres ini juga mengatur Kementerian dan Lembaga 
agar supaya mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas serta 
mempermudah akses sesuai undang-undang No 24 tentang 
penanggulangan bencana dan aturan turunnya. 
3. Penerbitan Keppres No 11 tahun 2020 tentang penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, tanggal 31 Maret 
2020. Keppres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk 
menghadapi wabah COVID-19 ini, pemerintah menetapkan status 





dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sesuai 
dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan 
kesehatan. 
4. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskla Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan 
Penanganan COVID-19, tanggal 31 Maret 2020. PP ini mengatur 
tentang Pelaksanaan PSBB dan pemerintah daerah dapat 
melaksanakannya atas persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan 
jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat dan 
meluas lintas wilayah dan lintas negara, pemerintah perlu 
meningkatkan status kewaspadaan yang lebih tinggi dengan strategi 
PSBB. Dalam pidato Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020, 
disampaikan bahwa PP ini diputuskan dengan pertimbangan yang 
sesuai kultur negara Indonesia. Berbagai negara melakukan 
lockdown sebagai salah satu strategi masuk dan keluarnya penduduk 
untuk membatasi atau memperlambat gerak pandemi COVID-19 
yang dibawa oleh manusia, namun banyak juga negara yang tidak 
melakukannya, karena tiap negara memiliki strateginya masing-
masing. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak melaksanakan 
opsi lockdown. Isolasi mandiri dan physical distancing dilakukan 
sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang diterbitkan oleh 
WHO,  
5. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang 





Penanganan COVID-19, tanggal 31 Maret 2020. PP ini mengatur 
tentang Pelaksanaan PSBB dan pemerintah daerah dapat 
melaksanakannya atas persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan 
jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat dan 
meluas lintas wilayah dan lintas negara, pemerintah perlu 
meningkatkan status kewaspadaan yang lebih tinggi dengan strategi 
PSBB. Dalam pidato Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020, 
disampaikan bahwa PP ini diputuskan dengan pertimbangan yang 
sesuai kultur negara Indonesia. Berbagai negara melakukan 
lockdown sebagai salah satu strategi masuk dan keluarnya penduduk 
untuk membatasi atau memperlambat gerak pandemi COVID-19 
yang dibawa oleh manusia, namun banyak juga negara yang tidak 
melakukannya, karena tiap negara memiliki strateginya masing-
masing. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak melaksanakan 
opsi lockdown. Isolasi mandiri dan physical distancing dilakukan 
sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang diterbitkan oleh 
WHO,  
6. Dan yang menjadi standar protocol internasional untuk menangani 
persebaran COVID-19 ini. Pemerintah daerah yang menjalankan 
PSBB tersebut harus memenuhi dua kriteria, yakni jumlah kasus 
ataupun jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan 
menyebar secara signifikan dan cepat serta terdapat kaitan 





7. Penerbitan Pepres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur 
dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 April 2020. 
Perpres ini diterbitkan berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. 
Melalui Perpres ini, anggaran kementerian dan lembaga pemerintah 
dipangkas atau ditambah dan disesuaikan serta dialihkan 
penggunaannya untuk menghadapi COVID-19. 
Kita tidak lagi hidup di zaman saat kita bersandar pada prasangka atau 
takhayul untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kita tahu apa itu virus korona 
baru Covid-19. Kita tahu  bagaimana virus ini menyebar melalui populasi manusia. 
Kita tahu cara melawannya,cara mengobatinya, dan cara meminimalisir angka 
kematian yang disebabkan olehnya. Penyebaran penyakit pandemi Covid-19 atau 
yang umum disebut virus corona telah memukul telak berbagai sektor kehidupan. 
Cara penyebaran virus melalui kontak antar manusia mengharuskan diberlakukanya 
social distancing ( menjaga jarak social ), dimana masyrakat diharuskan berdiam 
diri di tempat tinggalnya masing-masing, memininimalisir kontak dengan orang lain 
dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Jaga jarak 
yang menyebabkan terhentinya interaksi ssosial pada dampaknya juga 
mengehntikan atau menghambat kegiatan  pada semua sector  kehidupan. Anjuran 




Dalam al-Quran mengenai wabah Covid-19 bisa dijelaskan dalam QS. al-
anbiya/21:83. 
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ِحِمۡينَ  مَ  الر ّٰ ا ۡنتَ  ا ۡرح  رَُّ و  سَّنِيَ  ا لضُّ  م 
بَّه َ  ى ا نِّۡىر  ا يُّۡوبَ  اِذَۡ ن ادّٰ       و 
Terjemahnya : 
Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhanya,(Ya 
Tuhanku), sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan 
Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.
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 Oleh karena itu penyebaran pandemic ini, bahkan esklasi kasus positif covid-
19 diperkirakan maish terus berlangsung dihampir seluruh wilayah di dunia, semua 
negara yang saat ini menempuh berbagai upaya kebijakan yang menanggulangi 
pandemi. Dari berbagai kebijakan baru disesuaikan dengan situasi yang terus 
berkembang. Adapun negara yang melakukan langkah awal seperti, china, korea, 
thaiwan, dll. Tetapi beberapa negara lainya terlihat dapat menempuh jalan kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, meskipun akhirnya pemerintah Indonesia 
lebih tegas bergerak mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainya. Seperti kebijakan 
dengan menggunakan masker pada saat keluar rumah  dalam memutuskan mata rantai 
penyebaran virus corona. 
 Penyebaran penyakit pandemi Covid-19 atau yang umum disebut virus corona 
telah memukul telak berbagai sektor kehidupan. Cara penyebaran virus melalui 
kontak antar manusia mengharuskan diberlakukanya social distancing ( menjaga 
jarak social ), dimana masyrakat diharuskan berdiam diri di tempat tinggalnya 
masing-masing, memininimalisir kontak dengan orang lain dan tidak pergi keluar 
untuk melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Seperti yang terdapat dalam hadis 
Muslim no 2218,sebagai berikut:   
                                                             





ثََْا ََحْ  ْىىًَ َحذَّ ٍَ َْْنِذِس َوأَبٍِ اىَّْْضِش  َُ ِِ اْى ِذ ْب ََّ َح ٍُ  ِْ اىٍِل َع ٍَ ُِ ََْحًَُ قَاَه قََشْأُث َعيًَ  ًَُ ْب
ِِ أَبٍِ َوقَّاص ِِ َسْعِذ ْب ِش ْب ٍِ ِْ َعا ِ َع ُِْذ َّللاَّ ِِ ُعبَ َش ْب ََ  ُع
ْعَج  َِ اَرا َس ٍَ ٍَْذ  َِ َص تَ ْب ٍَ َعهُ ََْسأَُه أَُسا َِ ِْ أَبُِِه أََّّهُ َس ُِْه َع ُ َعيَ ِ َصيًَّ َّللاَّ ِْ َسُسىِه َّللاَّ ٍِ
ُ ِسْجٌض أَْو  ٌَ اىطَّاُعى ُِْه َوَسيَّ ُ َعيَ ِ َصيًَّ َّللاَّ تُ قَاَه َسُسىُه َّللاَّ ٍَ ُِ فَقَاه أَُسا ٌَ فٍِ اىطَّاُعى َوَسيَّ
عْ  َِ ٌْ فَإَِرا َس َُ قَْبيَُن ِْ َما ٍَ ٌْ بِِه بِأَْسٍض فاََل َعَزاٌب أُْسِسَو َعيًَ بٍَِْ إِْسَشائَُِو أَْو َعيًَ  خُ
ْْهُ  ٍِ ٌْ بِهَا فاََل حَْخُشُجىا فَِشاًسا  ُِْه َوإَِرا َوقََع بِأَْسٍض َوأَّْخُ ٍُىا َعيَ  حَْقَذ
ْْهُ  ٍِ ٌْ إَِلَّ فَِشاٌس   و قَاَه أَبُى اىَّْْضِش ََل َُْخِشُجُن
 Artinya: 
Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu tempat maka janganlah 
mendatanginya, dan jika mewabah di suatu tempat sementara kalian 
berada di situ maka janganlah keluar karena lari dari thoún (wabah) 
tersebut
8
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Dengan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit 
apapun, dalam hal ini virus, sebenarnya adalah tanda kebesaran-Nya.Ilmu 
pengetahuan dan al-Qur’an pun semakin sejalan menjelaskan segala yang terjadi di 
bumi. Pada masa Rasulullah, wabah yang cukup menghebohkan adalah pes dan lepra. 
Menyikapi wabah ini, Nabi melarang umat-Nya untuk memasuki daerah terdampak 
ataupun keluar dari daerah tersebut.Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang 
dijabarkan.  
Akhirnya peneliti tertarik mengkaji tentang Respon Pemerintah Kota 
Makassar dalam penanganan Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Batua). 
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    B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 
belakang diatas maka rumusan masalah dalam bentuk pertayaan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana respon pemerintah kelurahan batua dalam penanganan 
covid-19? 
2. Bagaimana kebijakan pemberlakuan lokdown di kelurahan batua 
dalam penanganan covid-19? 
   C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Respon Pemerintah Kota Makassar dalam 
penanganan covid-19. 
b. Agar dapat mengetahui system Kebijakan pemberlakuan 
lokdown di Kelurahan Batua dalam penanganan covdi-19. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Teoritis  
Penulis berharap semoga karya ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan 
pengetahuan bagi peneliti di masa yang akan datang terutama respon pemerintah kota 





b. Praktis  
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bernilai dalam 
masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami tentang covid-19. 
D. Tinjauan Pustaka 
Secara umum, penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti 
untuk mendemostrasikan hasil bacaanya yang eksentif terhadap literatu-literatur yang 
berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon 
peneliti mampu mengindentifikasi kemungkinan signifikasi dan kontribusi akademik 
bagi peneliti pada konteks waktu dan tempat tertentu. 
Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 
sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-
penelitian yang terikat dengan politik identitas, di antaranya sebagai berikut: 
1. Jurnal yang ditulis oleh Dimas Zakaria, Rr. Halimatu Hira dengan 
judul “Pandemi Covid-19 : flattening The Curve, kebijakan dan 
peraturan”. Kurva epidemologi yang dijadikan sebagai parameter 
menagani wabah covid-19, yaitu dengan kurva penyebaran (flatten the 
curve) cara ini dapat dilakukan dengan meningkatkan angka 
kesembuhan pada pasien yang terpapar dengan memberlakuan 
kebijakan serta peraturan dalam upaya membatasi jarak antara 
manusia. Kebijakan-kebijakan serta aturan yang diberlakukan di 
Indonesia saat ini masih dinilai perlu untuk diberi gagasan baru yang 





Flattening the Curve (FIC) merupakan alternative dalam penanganan 
pandemic yang bertujuan melandaikan kurva penyebaran. Program 
yang berisi dua substansi kebijakan, yaitu: Program pertama yaitu 
pembuatan kebijakan dan peraturan yang konsisten dan jelas guna 
memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Program kedua healthy 
policy yaitu program yang bertujuan meningkatkan jumlah 
kesembuhan kepada pasien yang terdiri atas deteksi virus berskala 
besar Psychological service, pemberian layanan check up, dan expert 
role. Demikian dengan melalui program ini keinginan pemerintah 
dalam upaya melandaikan kurva penyebaran dapat berjalan baik sesuai 
apa yang dinginkan. 
2. Jurnal yang ditulis oleh Ramlah dengan judul Kontribusi Partai 
Politik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa Tulisan 
ini mencoba mencari fakta dan pendapat masyarakat tentang peran 
partai politik di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowadi tengah 
pandemi Covid-19. Secara garis besar, tulisan ini bertujuan untuk 
memahami dan mengetahui peran partai politik dalam membantu 
penanganan Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana pandangan 
masyarakat tentang peran partai dalam membantu penanggulangan 
Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif untuk menggambarkan sejauhmana partai politik 
berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tompobulu. 
Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa beberapa partai politik 





Puskesma Tompobulu, namun demikian masyarakat menginginkan 
kontribusi yang lebih.  
3. Jurnal yang ditulis oleh Kurnia Sulistiani, Kaslam dengan judul 
Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengahdalam 
Penanganan Pandemi Covid-19 Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19) yang sedang terjadi saat ini merupakan permasalahan dunia. Hal 
ini dibuktikan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi 
Global oleh WHO. Tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan dan 
menganalisis kebijakan Gubernur Jawa Tengah dalam pencegahan dan 
penanganan Covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka 
dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah 
Jawa Tengah telah menguarkan kebijakan Jogo Tonggo dalam 
menangani wabah Covid-19, namun faktanya hingga saat ini 
permasalahanbelum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor 
penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadab bahaya 
wabah Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti 
peningkatan kualitas anggota Jogo Tonggo, adanya evaluasi dan 
pemilihan media sosial. 
4. Buku yang ditulis oleh Tb.Arie Rukmantara, Tri Wahyuning Irsyam, 
dkk dengan judul Pandemi 1918 Influenza di Hindia Belanda 
indonesia, sebagai salah satu wilayah berdaulat di dunia, akan dan 
tetap terkesan dampak pandemi influenza. Sejarah telah 





belanda menyatakan bahwa negara ini punya berbagai pintu 
masukuntk berjangkitnya wabah yang merebak di negara lain. Oleh 
karena itu, kelanjutan penelitia mengenai sejarah penyakit semacam 
ini sangat diperlukan. Agar dapat digunakan sebagai bentuk peringatan 
, baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum, tentang perlunya 
mencari sebanyak-banyaknya informasi dan referensi penanganan 
pandemi influenza pada masa lalu. Dari berbagai laporan arsip dan 
catatan pemerintah kolonial, `influenza ternyata telah lama muncul di 
hindia belanda. Kejadian influenza d`i wiliyah kolonial kerajaan 
belanda ini terjadi dalam banyak periode, berulangkali muncul setelah 
sekian tahun tidak terdeteksi. Namun, wabah influenza yang paling 
besar dampaknya adalah pandemi influenza 1918 atau yang dikenal 
sebagai Flu spanyol. Wabah flu itu merupakanwabah penyakit yang 
terganas dalam sejarah umat manusia karena telah meminta korban 
jutaan orang. Di perkirakan antara 20 hingga 40 juta orang meninggal 
dunia karena wabah penyakit mematikan tersebut. 
5. Jurnal yang ditulis oleh Dana Riksa Buana dengan judul Analisis 
Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi 
Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa 
Awal tahun 2020 ini umat manusia diseluruh dunia digoncang dengan 
pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-
mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal 
dunia. Untuk di Indonesia sendiri pemerintah telah memberikan 





agar berjalan efektif dan efisien.  Tetapi pada kenyataannya masih 
banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan ini. 
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa 
sebagian masyarakat memunculkan perilaku tersebut, dan bagaimana 
cara mengatasinya. Hasil menunjukan bahwa perilaku yang 
ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah 
didasari oleh bias kognitif. Selain menganalisa perilaku masyarakat 
Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan 
kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi 
positif. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah 
studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. 
Pada penelitian ini, titik pembeda dari penelitian sebelumnya adalah mulai 
dari judul sangat berbeda di mana judul membahas tentang “Respon Pemerintah Kota 
Makassar dalam penanganan COVID-19” di mana saya membahas judul ini agar 
masyarakat mendapatkan Respon dan kebijakan pemerintah tentang COVID-19, 
sedangkan jurnal sebelumnya tidak membahas tentang respon melainkan hanya 
membahas menegnai kontribusi Partai politik atau analisis perilaku masyarakat di 










BAB  II 
TINJAUAN TEORITIS  
Kata teori berasal dari kata bahasa yunani yang berarti melihat atau 
memperhatikan, dari pengertian itu bisa dikatakan secara mudah bahwa teori adalah 
suatu pandangan atau prespesi tentang apa yang terjadi. Dalam Miriam budiarjo 
pengertian teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena.
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Sementara generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau 
lebih. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. 
Penelitian ini memiliki beberapa teori untuk menguatkan judul skripsi 
“Respon pemerintah kota makassar dalam penanganan covid-19 ( studi kasus 
kelurahan batua ). 
A. Teori Kebijakan Publik 
Kebijakan atau pelayanan public adalah “the relationship of governmental 
unit to its enviromen” (antara ikatan atau saluran yang berlangsung di antara 
unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya), demikian pula definisi yang pernah 
dianjurkan oleh Wilson dalam tulisan Abdul Wahab yang merumuskan kebijakan 
public yaitu: “the actions, objective, and pronouncement of government on particular 
matter, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations 
they give for what happens (or does not happen)”. (perbuatan-perbuatan atas, 
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pernyataan-pernyataan dan tujuan-tujuan pemerintah mengenai persoalan-persoalan 
tertentu, metode-metode yang sedang diambil (atau gagal diambil) untuk 
diimplementasikan, dan penjelasan yang diserahkan oleh mereka mengenai apa yang 
telah terjadi atau tidak terjadi.
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Untuk melihat bagaimana reformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia 
sebagai sebuah revolusi (paradigm). Hal itu dapat ditelusuri melalui perbandingan 
peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tantang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 ahun 2004 




Menurut Thomas Dye kebijakan atau pelayanan public merupakan tindakan 
apapun yang menjadi pilihan pmerintah dalam menjalankan ataupu tidak 
menjalankan (public policy is whatever goverments choose to do or not to do). Dalam 
konsep atau rancangan tersebut bisa memperluas karena kebijakan publick 
merangkum sesuatuyang tidak dapat dilakukan oleh sutau pemerintah ketika 
pemerintah menghadapi masalah publik.
13
 Peran dan fungsi utama pemerintah daerah 
yaitu sebagaimana dijelaskan pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 yang 
menjelaskan bahwa sebagai promotor pembangunan daerah , dan adapun didalam 
paradigm UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004 serta UU No. 23 
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Tahun 20014 peran dan fungsi utama pemerintah disini sebagaimana yaitu daerah 
berubah menjadi pelayanan masyarakat (Public Service).
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Thomas R. Dey mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu 
kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam 
usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu . pada prinsipnya pihak 
yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk 
melaksanakannya.
15
 dilain sisi definisi tentang kebijakan menutur James E. Anderson 
mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu 
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan suatu masalah tertentu. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam 
kebijakan, yaitu:   
1. tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang 
berpihak kepada kepentingan masyarakat (interest public). 
2. serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan 
untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai 
tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk 
program dan proyek-proyek. 
3. usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari 
dalam ataupun luar pemerintahan;
16
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Kata publik berasal dari kata public yang berarti beranekaragam dalam bahasa 
Indonesia. Dalam bahasa Indonesia arti kata publik berubah tergantung kata yang 
menyertainya. Dapat juga diartikan sebagai rakyat, umum, masyarakat dan Negara, 
jadi kata public mengandung banyak makna. 
Dibawah ini beberapa contoh kata publik: 
1. Publik Administration, diarti bahasakan menjadi dministrasi 
Negara. 
2.  Public Policy, diarti bahasakan menjadi Kebijakan Publik. 
3.  Kata publik juga dapat dimaknai sebagai Negara 
Banyak makna yang terkandung dalam kata public namun satu hal yang 
penting dalam kata publik yaitu haru berkaitan dengan kepentingan umum atau 
kepentingan bersama. Oleh karena itu, public policy tidak di terjemahkan kebijakan 
Negara melainkan kebijakan public dikarenakan berorientasi pada kepentingan 
public. Dengan memahami pengertian kebijakan dan pengertian publik akan 
mempermudah untuk memahami lebih lanjut pengertian kebijakan publik.  
Irfan Islamy mengumpulkan beberapa pengertian tentang kebijakan publik 
seperti beberapa pendapat yang lain, George C. Edwards, Thomas R. Dye, Ira 
Sharkansky,James Anderson dan David Easton. Berikut ini beberapa sudut pandang 
dari para ilmuwan administrasi public. Thomas R. Dye mengemukakan kebijakan 
publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. 
Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah 
tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak 





upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya 
dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.Senada 
dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu: 
Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan 
oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan peraturan perundang-
undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang 
diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti 
dengan program-program dan tindakan pemerintah.
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Dalam hal ini, pokok kajianya adalah negara. Yang dipilih oleh pemerintah 
untuk dilakukan maupun tidak dilakukan akan memiliki pengaruh atau dampak yang 
sama besarnya. Kebijakan public ini bukan hanya keinginan pemerintah semata-mata 
tetapi ketika pemerintah melakukan suatu tindakan harus ada tujuan. Dari definisi-
definisi di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan public adalah kebijakan 
public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan 
public baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan 
tertentu. Kebijkan public ditunjukan untuk kepentingan masyarakat. 
B. Teori Kekuasaan Oleh Foucault 
Foucault mendefinisikan tentang kuasa atau fower menujuk pada “totalitas 
struktur tindakan” untuk mengarahkan tindakan individu-individu yang merdeka. 
                                                             





Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih, dan 
ditunjukan untuk mempengaruhi pilihan mereka.
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Konsep tentang kekuasaan Foucalt memiliki pengertian berbeda dari konsep-
konsep kekuasaan yangmewarnai perpektif politik dari sudut pandang Marxian atau 
Weberian. Kekuasaan bagi Foucalt tidak dipahami dalam suatu hubangan 
kepemilikan sebagai property, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digengam 
oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam puanh. Kekuasaan juga 
tidak dipahami beroperasi secara negative melalui tindakan represif, koersif, dan 
menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan 
merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas 
ekonomi atau manipulasi ideologi (marx), juga bukan dimiliki berkat suatu charisma 
(weber). Kekuasaan bukan merupakan institusin atau struktur, buka kekuataan yang 
dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi 
startegis kompleks dalam masyarakat. 
Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasirelasi yang 
beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. 
Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertayaan apa kekuasaan itu atau 
siapa yang memliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan 
memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertayaan bagaimana 
kekuasaan Teori Kekuasaan Michel Foucalt yaitu: 
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1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau 
dibagikan sebagai sesuatau yang dapat digenggam atau bahkan dapat 
juga pernah tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari 
relasi yang terus bergerak. 
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi structural hirakhis yang 
mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. 
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada 
lagi distingsi binary oppositions karena kekuasaan itu mencankup 
dalam keduanya.  
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intesional dan non-subjektif dimana ada 
kekuasaan, disitu pula ada anti kekuasaan (resitance). Dan resitance 
tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam 
kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.
19
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     A. Jenis dan lokasi penelitian 
      Penelitian ini akan dilakukan di kota makassar dengan pertimbangan kota 
makassar sebagai salah satu wilayah yang berada tidak jauh dari pusat internal 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
     Dalam peneliti ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis 
penelitian yang temuanya tidak didapatkan melalui prosedur kuantitatif. Metode 
kuantitatif biasa disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitianya 










dokumen pribadi, catatan laporan, observasi langsung ke lapangan dan analisis dari 
bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.
20
 
     Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis berharap bisa 
menggambarkan secara jelas “Bagaimana respon Pemerintah Kota Makassar dalam 
penanganan Covid-19 ( Studi Kasus Kelurahan Batua )” 
B. Jenis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan 
yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang tepat mengenai objek 
yang diteliti, menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan informan-
informan yang dituju, Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui Libray 
Research, seperti laporan-laporan, buku, jurnal, dan dokumen. 
C. Metode Pengumpulan Data  
          Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan secara langsung dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan 
wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab 
secara langsung dengan narasumber untuk menemukan permasalahan yang akan 
diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara 
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dilakukan dengan menghubungi satu persatu subyek peneliti.
21
 Informan yang akan 
peneliti wawancara yakni : 
1. Kelurahan Batua 
2. Rw 
3. Rt 
4. Tokoh Masyarakat 
5. Dinas Puskesmas Batua 
     Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi yaitu “metode mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dokumen rapat atau catatan 
harian.”  Metode ini dipergunakan dalam rangka mencari referensi tambahan dan 




D. Teknik Analisi Data 
     Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif atau bersifat 




E. Instrumen Penelitian 
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     Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah panduan 
wawancara, buku dan jurnal penelitian, alat rekam salah satunya adalah Handphone, 







HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
1. Kondisi Geografi dan Iklim 
 Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi 
antara 1-25 M di atas permukaan laut. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 
Km persegi yang meliputi 15 Kecematan. Secara astronomis, Kota Makassar terletak 
119o 24’’17’’38’’ Bujur Timur dan 5o 8’’6’’19 Lintang Selatan. Dua sungai besar 
mengapit Kota Makassar, yaitu sungai tallo yang bermuara disebelah utara kota dan 
















Sumber: Kota Makassar dalam angka 2018 
 
2. Pemerintah Kota Makassar 
          Kota makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota 
Ujung Pandang setelah diadakan perluasaan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². 
Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya menjadi 
Kota Makassar. 
          Kota Makassar merupakan kota internasional serta terbesar di Kawasan 
Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia 
                                                             






Timur Provinsi Sulawesi. Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 15 
kecamatan dan 153 kelurahan. 
          Jumlah wakil rakyat yang duduk dilembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 50 orang, dengan 43 orang laki-laki dan 7 orang 
perempuan. Secara organisasim lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari Sembilan 
fraksi, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi i Partai Demokrasi, Fraksi Partai 
Persatuaan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi 
partai amanat nasional. 
            Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Amanat Nasional 
memiliki anggota yang keseluruhanya laki-laki. Sedangkan untuk Fraksi Partai 
Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Pergerakan Indonesia Raya, 
Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan masing-masing seorang anggota perempuan. 
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memiliki dua orang anggota perempuan.  
           Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kota Makassar dibentuk empat komisi 
dan satu Koordinator/Pimpinan DPRD Kota Makassar yang masing-maisng 
beranggotakan 11orang untuk komisi A, 12 orang untuk komisi B, 11 orang untuk 
komisi C, 12 orang untuk komisi D, dan empat orang untuk Koordinator/Pimpinan 
DPRD Kota Makassar. Lembaga wakil rakyat ini sepanjang tahun217 sudah mampu 
menghasilkan peraturan daerah sebanyak 9 (Sembilan) jenis peraturan daerah.
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       3. Kependudukan Kota Makassar 
          Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa Etnis Bugis, Etnis Makassar, 
Etnis Mandar, Etnis Toraja, Etnis Cina, dll. Penduduk Kota Makassar berdasarkan 
proyeksi penduduk tahun 2016ebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri atas 727.314 jiwa 
penduduk laki-laki dan 742.287 jiwa penduduk perempuan. Di bandingkan dengan 
proyeksi jumlah penduduk tahun 2015. Penduduk Kota Makassar mengalami 
pertumbuhan sebesar 1,39 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan 
penduduk laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 
persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-
laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98. Kepadatan penduduk di Kota 
Makassar tahun 2016 mencapai 8.361 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk 
per rumah tangga empat orang. Kepadatan penduduk di 15 kecamatann 
cukupberagam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar 
dengan kepadatan sebesar 33.634 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamalanrea 
sebesar 3.523 jiwa/km2. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami 
pertumbuhan sebesar 2,96 persen dari tahun 2015.
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B. Respon Pemerintah Kelurahan Batua dalam Penanganan Covid-19 
 Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai respon pemerintah 
Kelurahan Batua Adalam penanganan Covid-19. Respon ini yang dimaksud adalah 
bagaimana peran atau respon Pemerintah dalam Kelurahan Batua dalam 
meningkatkan penanganan Covid-19 guna untuk memutuskan mata rantai Covid-19. 
                                                             







Dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah kelurahan Batua dalam 
menghadapi Covid-19. 
Menurut Thomas Dye kebijakan atau pelayanan public merupakan apapun 
pilihan pemerintah dalam melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever 
goverments choose to do or not to do). Konsep atau rancangan ini bisa sangat luas 
karena kebijakan public merangkum sesuatuyang tiidak dapat dilakukan oleh sutau 
pemerintah ketika pemerintah menghadapi masalah public.
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 Pemerintah kota Makassar sendiri, dalam melakukan pemutusan mata rantai 
penyebaran covid-19 telah mengeluarkan kebijakan seperti; wajib memakai masker, 
mejaga jarak, mencuci tangan, memakai handsanitizer, PSBB (pembatasan social 
berskala besar) yang mecakup; pembatasan pelaksanaan pemebajaran dan/atau 
institusi pendidikan, pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, pembatasan 
kegiatan keaggamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas 
umum, pembatasan aktifitas sosial dan budaya, pemabatasan penggunaan moda 
transportasi untuk peregrakan orang dan barang, dan pemenuhan hak dan kewajiban 
serta pemenuhan dasar penduduk kota Makassar selama PSBB diterapkan, yang 
diatur dalam peraturan walikota Makassar nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan 
pembatasan social berskla besar (PSBB) di kota Makassar provinsi Sulawesi selatan. 
 Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar 
pada prinsipnya hendaklah dijalankan secara tertib dan penuh tanggung jawab oleh 
pemerintah setempat di kota Makassar. Pada kelurahan Batua sendiri Seperti yang 
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telah diungkapkan oleh Bapak Muhammad Kurnia Lau, S.Sos selaku RW 04 pada 
kelurahan Batua. 
“Terkait respon pemerintah dalam penanganan pandemic covid-19 ini 
tentunya masih banyak hal-hal yang perlu ditinjau kembali kita tentunya 
masih mengigat di awal munculnya covid-19 ini di indonesia, respon 
pemerintah menurut sebagian orang nilai sangat lamban dan terkesan 
memberikan ruang untuk perkembangan dari covid-19 ini di indonesia. 
Terlebih lagi banyak kebijakan-kebijakan yang mewarnai penanganan 
pandemic ini yang dinilai sebagai konspirasi politik atau dengan kata lain 
hanya sebagai kepentingan politik dari beberapa golongan. Maka dari itu, 
sedari awal penanganan untuk pandemic ini banyak masyarakat yang engan 
untuk melakukan yang diperintakan oleh pihak pemerintah dikarenakan 
masyarakat banyak yang berpikiran bahwa covid-19 ini hanya sebagai isu 
untuk kepentingan segelintir orang sja seiring berjalanya waktu, beberapa 
masyarakat sudah mulai mengikuti perintah dari piak pemerintah dalam 




Mengenai tanggapan atau pandagan pemerintah kota Makassar khusunya 
kelurahan Batua, nahwa pemerintah setempat belum tanggap dalam penanganan 
covid-19. Pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi peraturan 
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat agar waspada dan mengikuti 
protokol kesehatan, seperti himbaun agar tetap “di rumah saja” sebagai usaha kolektif 
                                                             






memutus mata rantai penyebaran covid-19. 
Pemerintah mengambil langkah tegas untuk menekan laju penularan Covid-
19. Pembatasan Sosial Berskla (PSBB) nasional atau lokdown. Tetapi istilah lokdown 
kan tidak dikenal di kita, yang dikenal istilah PSBB. Nah, kalau PSBB tidak bisa 
dilakukan persial harus nasional atau kompak, penularan Covid-19 di lingkungan 
masyarakt sangat tinggi bahkan, ada sejumlah kasus Covid-19 yang tidak terdeteksi 
dan tidak terlaporkan ke pemerintah. 
Akan tetapi, dalam menilai suatu kebijakan apakah dengan menilai yang bijak 
yang pada idealnya adalah harmonisasi antara masyarakat sebagai subyek kebijakan 
dan pemerintah yang memiliki legitimasi untuk membuat sebuah haruslah dilihat dari 
dua sudut pandang, yaitu kebijakan yang dibuat dalam hal ini pemerintah sebagai 
subyek pelaku pembuatan kebijakan dan masyarakat sebagai subyek peletakan 
kebijakan, ukuran yang digunakan untuk menilai tentang apakah itu telah sejalan 
dengan nilai-nilai etika hanya dengan mengandalkan ukuran pemerintah dalam 
memandang tentang sesuatu itu baik buruk mealinkan harus pula melibatkan subyek 
kebijakan yaitu masyarakat. Birokrasi haruslah memperhatikan respon masyarakat 
ketika membuat sebuah kebijakan sebagai bentuk tindakan yang berdiri di atas nilai 
moralitas. 
Untuk melihat bagaimana reformasi kebijakan desentralisasi di Indonesi 
sebagai sebuah revolusi (paradigma). Hal itu dapat ditelusuri mellaui perbandingan 
peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang 5 Tahun 1974 tentang 
pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang 






serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Mawati selaku tokoh masyarakat 
kelurahan batua mengatakan bahwa: 
“Adanya covid-19 pemerintah membagikan sembako bagi warga yang 
terkena dampak covid ataupun warga yang ndk bekrja, tetapi itu sembako 




 Mengenai tanggapan dari ibu mawati bahwasanya pemerintah setempat disini 
belum adil dalam melakukan pembagian atau apa yang seharunya masyarakat terima, 
kebutuhan dalam hal ini bukanlah secara individu akan tetapi kebutuhan 
sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat jelas yang dikemukakan oleh ibu mawati 
apakah disisi lain ada yang tertinggi sehingga pembagian yang tidak merata di 
kelurahan batua ini. 
 Tak pelak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, namun tanpa upaya sigap 
dari pemangkau kebijakan untuk menyelamatkan nyawa penduduk indonesia, maka 
optimis perekonomian tidak akan pernah datang. Maka dari pemerintah sebagai 
pengayon rakyatnya harus memotar otak dengan segala kekuataanya yang serba 
minimalis. 
 Informasi lisan bagi yang disungguhkan oleh pemerintah Batua dalam hal ini 
hasil wawancara dengan Bapak Kurnia Lau, S.SOS selaku ketua ORW 04 pada 
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kelurahan Batua dan Ibu Mawati sebagai salah satu waraga kelurahan batua meskipun 
konteks yang dinilai berbeda antara lain subyek yang pertama dalam hal ini 
pemerintah menilai pada sisi tanggapanya pemerintah ketika sewaktu-waktu ada 
warga yang terpapar covid-19 dan subyek kedua sebagai warga menilai pada konteks 
pembagian sembako yang tidak merata ketika dihubungkan pada sikap yang 
semestinya dilakukan pemerintah berdasarkan kriteria undang-undang dengan 
melakukan pelayanan publik belumlah mengeluarkan sikap-sikap yang etis 
berdasarkan pengakuan salah satu warganya yang menilai adanya diskriminasi 
terhadap beberapa warga dalam pembagian sembako. 
 Dari informasi kedua belah pihak kita dapat memahami bahwa memang sikap 
pemerintah yang memeliki kewajiban administrasi dan moral justru jauh dari sikap 
yang diinginkan oleh masyarakat, hal ini telah menyalahi milai etis yang seharusnya 
menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, apalagi dalam hal ini adalah 
pemerintah yang pada kebijakannya melibatkan orang banyak. 
 Pemerintah kelurahan Batua masih belum serius dalam upaya peletakan 
kebijkan yang berdiri diatas nilai-nilai yang semestinya berdasarkan prinsip kebijakan 
dan prinsip moral, hal ini ditandai dengan penanganan yang tidak ekstra, apa yang 
dilakukan sampai hari ini masih sekedar menghimbau warga untuk tidak melakukan 
aktivitas diluar rumah, menghindari kerumunan, sampai bekerja dari rumah. 
Penurunan tingkat kemiskinan sejak September 2017 terpalahkan gara-gara pandemi 
virus Covid-19. Virus ini juga berdampak mematikan pada perekonomian 






secara tidak langsung berkurang pendapatan mereka yang akan berdampak kepada 
sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 Thomas R. Dey mengemukan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu 
kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik, 
dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya 




 Sama halnya dengan Bapak Yusran salah satu masyarakat ORT 04 
mengatakan bahwa: 
“kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan lokdown tentunya akan sangat 
beroengaruh terhadap roda perekonomian, karena membatsi ruang gerak 
berbagai secret usaha dari kecil sampai perusahan besar. Tentunya pengaruh 
ekonomi ini mempunyai dampak dasar besar untuk pelaku usaha terutama 
masyarakat kecil yang berstatus karyawan. Penurunan omset di tengah 
pemberlakuan lokdown akan menimbulkan kerugian yang besar disektor 
produksi, mau tidak mau pelaku usaha dipaksa untuk mengurangi pekerja 
atau memPKH pekerjaanya, ya tentu saja membuat angka pengangguran 
bertambah secara derastis sebuah efek dominon pahit yang harus ditanggung 
dari resikopemeberlakuan lokdown. Dari sektor pemerintah, mungkin akan 
menurunya pelayana kepada masyarakat ditengah pemebrlakuan lokdown 
karena para ASN harus melakukan pekerjaanya dirumah namun 
                                                             






kebijakannini tentuntya untuk kemanusian, demi meyelamatkan rakyat dan 
masyarakat, perekonomian mungkin bisa dibagun kembali, tetapi tidak 
dengan perubahan setelah pemberlakuan lokdown ini mungkin kita akan 




Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menyimpulkan bahwa pemerintah 
saat ini belum menajdi hal yang harus dipandang lebih serius ditandai dengan 
penanganan ekstra apa yang dilakukan Kota Makassar khusunya Kelurahan Batua 
sampai hari ini masih sekedar menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas 
diluar rumah, menghindari kerumunan, sampai bekerja dari rumah. 
Di tengah pandemi ini, problematika mengenai kebutuhan sehari-hari justru 
menjadi masalah yang cukup serius yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari 
berbagai pihak khususnya pemerintah. Bagi mereka yang tergolong sebagaoi 
masyarakat kelas menengah ke atas mungkin saja tidak menjadi soal ketika harus 
tetap berada dirumah, tetepi mereka yang berasal dari masyarakat kelas menegah ke 
bawah, yang mata pencaharianya bergantung di jalanan, dan di tempat kerumunan, 
akan seperti apa nasib mereka ketika harus berada di rumah. 
Di suatu sisi tingkat ketakutan masyarakat memang tinggi terhadap potensi 
penularan virus corona yang akan terjadi, sehingga sebagian memilih untu tetap 
berada dirumah saja sebagai bentuk ketaatan terhadap\kebijakan yang dikeluarkan. 
pemerintah, namun di sisi lain tingkat ketakutan masyarakat kelas menengah ke 
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bawah yang membuat mereka harus tetap berada diluar rumah untuk mencari nafkah 
demi kebutuhan sehari-hari, yang muaranya seakan-akan tidak mengindahkan aturan 
yang dikeluarkan pemerintah. 
Kebutuhan pokok memnang menajdi suatuhal yang sangat krusial sebab 
kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat. Dan 
untuk mengatur tatana, prosedur dan mekanismenya. Sehingga dalam ini pemerintah 
menanggulangi segala bentuk kecurangan yang berpotensi dilakukan oleh kalangan-
kalangan pelaku usaha yang dapat menghambat persediaan barang kebutuhan pokok 
dalam hal ini melakukan penimbuan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang 
besar dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok ditengah situasi kedaruratan seperti ini 
khususnya kepada masyarakat yang tergolong ekonomi rendah. Masyarakat berharap 
agar penyaluran bantuan kepada masyarakat dilakukan dengan baik, tetap 
memprioritaskan pemberian bantuan kepada ,mereka yang benar-benar 
membutuhkan. 
Jelas dari kesimpulan di atas bahwasanya ada beberapa oknum yang memiliki 
kekuasaan sehingga pembagian atau apa yang jadi hak masyarakat tidak sampai ke 
tangan mereka konsep atau rancangan ini bisa sangat luas karena kebiajkan publik  
merangkum sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh suatu pemerintah ketika 
pemerintah menghadapi kebijakan publik.
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C. Kebijakan Pemberlakuan Lokdown Kelurahan Batua dalam penanganan 
Covid-19 
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 Dengan semakin meluasnya wabah virus corona, tidak sediki orang yang 
menekan pemerintah dan aparat untuk menerapkan lokdown. Langkah ini dianggap 
efektif untuk menekan jumlah kasus positif corona yang semakin bertambah. 
Lokdown adalah istilah yang digubakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian 
penyebaran infeksi. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lokdown tidak dapat 
lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan kegiatan 
perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan. 
 Pemerintah bersikap tegas dengan kebijakan yang dibuat, agar pandemi ini 
cepat berakhir, dan masyarkat juga ahrus mempunyai kesadaran tentang larangan 
yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan salah satu kebijakan 
yaitu melakukan PSBB untuk menangani wabah Covid-19 yang ada di Kota 
masyarakat. 
 Penerapan lokdown mengharuskan masyarakat tetap di rumah menimbulkan 
berbagai dampak, salah satu diantaranya yang paling menyuarakan adala menurunya 
perekonomian; masyarakat kelaparan, orang miskin semakin semakin miskin sebab 
tidak lagi bekerja, hal inilah yang kemudian membutuhkan solutif untuk mengcounter 
potensi dampak kelaparan pada masyarakat terutama masyarakat miskin yang akan 
ditimbulkan. 
 Sikap yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencounter potensi dampak 
yang ditimbulkan itu, adalah dengan memberikan sembako kepada masyarakat yang 
terdampak agar mampu bertahan ditengah-tengah pandemi covdi-19. Selain 






ketika kebijakan lokdown diterapkan, dalam usaha memutus mata rantai penyebaran 
covid-19 pemerintah juga melarang masyarakat untuk mudik, dengan pertimbangan 
lokalisasi penyebaran covid-19, namun secara fakta sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Bapak Surya: 
“saya sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang cenderngyang 
bilang „A‟ bilang begini yang bilang „B‟ bilang begini, jadi mereka tidak 
sinkron satu sama lain. Salah satu kebijakan yang terkait yang dibuat oleh 
pemerintah larangan mudik yang kontrakdiktif dengan pengecualian 
peregerakan masyarakat ke daerah lain tetapi itu masih ada masyarakat yang 




Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa secara khusus di kelurahan 
Batua sendiri berd tidak asarkan pengakuan Bapak Surya dalam konteks kebijakan 
terkait pelarangan mudik dinilai tidaklah cukup bijak dikerenakan pelarangan mudik 
yang bersifat universal melainkan ada pengecualian. Adanya pengecualian tersebut 
belumlah bisa menjawab pada probelm yang dihadapi dengan kata lain belumlah bisa 
menjadi solusi yang terbilang cukup efektif dalam memutus penyebaran covid-19 
pengecualian tersebut masih menyisahkan celah yang cukup lebar dalam usaha 
penanganan covid-19 dan malah justru sebagai potensi konsekuensi yang kemudian 
muncul adalah makin bertambahnya warga yang terpapar covid. 
                                                             






Diskursus tentang larangan mudik ini semakin berkembang dimasa PSBB. 
Pasalnya, merujuk pada UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat (11), subtansi 
PSBB adalah pembatasan kegiatan masyarakat tertentu di suatu wilayah, artinya 
masih boleh melakukan aktifitas tetapi volume dan sklanya dibatasi khusus dalam 
poin-poin tertentu. Namun dalam Pasal UU Kekarantinaan Kesehatan disebutkan 
bahwa jika menerapkan kebijakan karantina wilayah maka kebutuhan dasar 
masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mungkin ini adalah faktor 
sehingga penerapan karantina wilayah akan sulit di ambil oleh pemerintah. 
Pada penerapanya, kondisi faktual pemerintah yang notabenya merupakan 
badan eksekutif memiliki kewajiban moral untuk menjalankan kebijakn yang telah 
disahkan secara konstitusioanal dan atau telah diperundang-undangan. Akan tetapi 
yang menjadi persoalan adalah tidak adanya keselarasan paradigma terhadap 
kebenaran keberadaan covid-19 oleh pemerintah dan masyarakat sehingga 
menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam melakukan usaha kolektif antara masyarakat 
dan peemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, adanya ketidak 
percayaan masyarakat ilmiah yang menjadi kerumitan tersendiri, ketidak percayaan 
ini dipengaruhi salah satunya oleh tersebarnya informasi-informasi yang menarasikan 
covid-19 hanyalah sebagai agenda politik dunia. 
Dari penjelasan di atas larangan mudik di masa pandemic Covid-19 ini dapat 
dipersepsikan sebagai instrumen karantina wilayah, bukan instrumen PSBB. 
Pemerintah terkesan ambigu dalam mengambil dan menerapkan kebijakan apa yang 
dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan 






pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabatbpemerintah 
yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.
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Hal ini diakui sendiri oleh Bapak Jufri selaku ketua Kelurahan Batua 
mengatakan bahwa: 
“saya selaku lurah batua mengatakan tingkat kesadaran dari masyarakat 
juga sangat diperlukan agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang di 
keluarkan pemerintah agar virus ini cepat berakhir, dan mengenai dengan 
banyaknya informasi-informasi yang tidak jelas terkait penanganan covid-19 
yang teidak jelas terkait penanganan covid-19 yang telah dikemas sedemikian 
rupa, justru menimbulkan keonaran atau keresahan masyarakat. Sebiaknya 
pemerintah melakukan penanganan covid-19, pemerintah juga diharapkan 
melakukan upaya-upaya maksimal untuk mencegah atau mengantisipasi 
eskalasi kasus penyebaran berita bohong ditengah pandemi Covid-19 ini”
36
 
Berdasarkan pengakuan dari ketua lurah batua, yang pula mengharakan 
pemerintah melalakukan upaya pencounteran terhadap informasi-informasi yang 
tidak valid yang menimbulkan dampak masyarakat yang tidak taat dengan himbauan-
himbauan pemerintah sehingga akibatnya adalah semakin lebarnya ruang gerak 
covid-19 untuk menjangkit masyarakat. 
Pemerintah kelurahan sendiri masih bergantung pada pemerintah pusat atau 
pemerintah diatasnya dalam melakukan upaya memutus penyebaran covid-19, 
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berdasarkan data tidak ada upaya-upaya khususnya yang dilakukan oleh pemerintah 
kelurahan selain dari pada apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah 
kelurahan hanya melakukan upaya-upaya penghimbauan dan memberikan bantuan 
berupa sembako pada masyarakat untuk menjamin kebutuhan pokoknya sehari-hari, 
itupun masih terjadi diskriminatif terhadap beberapa warga. 
Oleh karena penyebaran pandemi, bahkan esklasi kasus positif Covid-19 
diperkirakan masih terus berlangsung di hampir seluruh wilayah di dunia, semua 
negara saat ini menempuh sebagai upaya kebijakan untuk menanggulangi pandemi 
COVID-19. Sikap seperti ini juga dilakukan oleh pemerintah indonesia, meskipun 
akhirnya pemerintah indonesia bergerak lebih legas dengan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan lainya. Ada proses policy learning, dalam penerbitan kebijakan di 
indonesia sehingga kebijakan penanganan covid-19 
Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan “Dalam 
upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan 
yang dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan 
sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan, karena merupak upaya pencapaian tujuan 
dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah 
untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. 
Apa yamg dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 
yang dapat ditetapkan dalam peraturan pertama perundang-undangan atau dalam 










Seperti halnya yang dikatakan oleh Nur Indah Sari salah satu tokoh 
masyarakat mengatakan bahwa: 
“pemerintah mempunyai tugas ulama sebagai pengayon dan pelindung rakyat 
dan masyarakat diwilayahnya masing-maisng-, merebaknya virus covid-19 
yang membahayakan masyarakat karena penyebarnya yang sangat cepat 
tentu membuat pemerintah harus memutar otak dalam pengambilan 
kebijakan. Konsultasi ke berbagai ahli tentu menjadi langkah awal dalam 
pengambilan kebijakan, dan tetap kemanusian yang menjadi utama saat 
pemerintah mengambil kebijakan PSBB dan akan menimbulkan pro dan 
kontrak di tengah masyarakat. Jelas menjadi tantangan untuk pemerintah dan 




Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa melihat situasi semakin 
mencekan tentunya pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah tidak terpangkau tengah melainkan telah nenyiapkan berbagai 
upaya atau langkah strategis untuk mencegah potensi penyebaran atau memutus 
rantai penyebaran Covid-19 dari perekonomian hingga pedesaan. Mulai dari social 
distancing sampai pembatasan social berskla besar (PSBB). 
                                                             
37
 Sri Suwitri, M.SI “Modul I Konsep Dasar Kebijakan Publik”h. 18-20 
38






Sebagaimana diketahui bersama Pemerintah Republik Indoensia telah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial 
berskla besar dalama rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 
(COVID-19).
39
 Langkah itu diambil tentunya dangan maksdu yang baik oelh 
pemerintah dapat mencegah atau memutus rantai penyebaran virus corona hingga 
Pandemi Covid-19 ini dapat segerah berakhie, namun perlu di garis bawahi bahwa 
dalam menerapan PSBB ini pemerintah tentunya harus menyeimbangkan dengan 
kebutuhan kepentingan masyarakatnya sebab tujuan dari pada aturan atau setiap 
kebijakan adalah untuk mewujudkan kemashalatan umat. 
Jika dilihat dari data sebelum dan sesudah PSBB, maka dapat disimpulkan 
masih terjadi peningkatan kasus Covid-19 namun tak begitu signifikan seperti 
meningkatkan pengawalan atau melakukan penanganan yang lebih ekstra dalam 
melakukan penanggulangan wabah ini dan harus lebih tegas dalam menerapkan 
PSBB ini. sebab telah kita fahami bersama bawah keberhasilan suatu kebijakan atau 
aturan memang tidaklah terlepas dari beberapa unsur di dalamnya yang saling 
berkelindang satu sama lain. 
Pandemi Covid-19 bukan lagi menjadi permasalahan yang menggerotti daerah 
perkotaan akan tetapi juga telah menyisir daerah-daerah pedesaan,. Pandemi covid-19 
sudah memasuki daerah-daerah yang awalnya dianggap bersih dari virus corona kini 
mulai berdampak. Salah satu daerah ikut terpapr virus corona ini yaitu kabupaten 
bantaeng yang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
awalnya dianggap aman dari Covid-19 juga baru-baru ini diberitakan telah memiliki 
                                                             






pasien positf Covid-19. Tetapi, dengan adanya fakta tersebut menunjukan bahwa 
seketa apapun pencegahan Covid-19 masih ada potensi terjadi kecolongan, apalagi 
jika sama sekali tidak memiliki pengawlaan yang ketat dalam penangananya. Tentu 
PSBB ini perlu lebih ditingkatkan lagi pengawalanya. Ini hanya satu di antara 
banyaknya yang sudah terjangkit virus Covid-19. 
Belum usai pelaksanaan PSBB, justru akhir-akhir ini khayalah ramai 
diberitakan bahwa pemerintah kembali akan mengeluarkan kebijakan terkait 
pelonggaran PSBB. Smeentara jika kita lihat tujuan dari PSBB itu sendiri belum 
mencapai target secara maksimal untu memutus rantai penyebaran covid-19. 
Pelonggaran PSBB ini ditandai dengan adanya kebijakan tentang pengoperasian 
kembali transportasi darat, laut, udara pada 11 mei 2020, setelah itu diusul dengan 
kebijakan usai kurang 45 tahun kembali bekerja, seklaipun kita tahu bahwa imunitas 
usia produktif lebih kuat dibandingkan dengan usai rendah tapi ini bukanlah 
merupakan alasan yang tepat dengan adanya kelonggaran ini. sebab mereka tetap 
akan berinteraksi dengan keluarga mereka dan orang-orang sekelilingya mereka yang 
biasa jadi justru akan menjadi orang yang menyebarkan virus. 
Adanya kebijakan ini menjadi tarik ulur pemberlakuan kebijakan terhadap 
upaya pencegahan dalam memutus mata rantai Virus Covid-19, terjadi ketidak 
konsistenan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan. Hal ini biasa saja 
berdampak akan semakin memburuknya situasi di mana akan mendatang oleh 
karenanya pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika melaksanakan 






terhadap pemberlkuan PSBB sebab kebijakan ini di nilai lebih memberikan harapan 
besar untuk memutuskan penyebaran Covid-19. 
Adapun kebijakan pemerintah adalah melakukan PSBB, minimnya informasi 
yang didapatkan oleh masyarakat sehingga kebijakan tidak berjalan dengan baik. Di 
dalam sebuah kebijakan yang kurang maksimal. Satu unsur yang penting dalam 
melakukan kebijakan adalah bagaimana pemerintah mampu mensosialisasikan itu 
mampu menyentuh masyarakat, sehingga kebjikan itu akan mampu melibatkan 
elemen masyarakat untuk memaksimalkan tujuan dari kebijakan itu.  
Sudah jelas bahwa Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. 
Thomas R.Dye, mengatakan kebijkan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah 
untuk melakukan atau tidak melakukan.” Dalam upaya mencapai tujuan negara, 
pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan 
ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu 
kebijakan publik, karena merupakan upaya pecapaian tujuan dan pilihan tersebut 




Adanya ketidaksesuaian arah kebijakan pemerintah pusat yang membuat 
masyarakat panik ketidakahuan warga akan bahaya yang sangat mematikan diri 
covid-19. Pemerintah indonesia tidak optimal mensosialisasikan perlunya hidup 
bersih dan sehat di antaranya dengan menggunakan masker dan kerap mencuci 
tangan karena beberapa medium dapat menjadi penghantar penyebaran virus korona. 
                                                             






Seperti yang telah dijelaskan Kakak Annisa Lestari sala satu seorang tenaga 
kesehatan di puskesma batua mengatakan bahwa: 
“pemerintah sekarang itu kurang efektif dalam menangani ini pandemic 
covid, sekarang itu yang paling dibutuhkan itu data dan informasi sebagai 
acuan merancang bagaimana penanggulangan covid-19 ini mengapa saya 
mengatakan kurang efektif sejak awal pemerintah selalu meminta masyarakat 
untuk tidak keluar rumah tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum 
melakukanya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi 
penularan Covid-19 karena jika jumlah kasus menigkat, dokter dan perawat 
akan kerepotan. Saya mewakili salah satu petugas puskesmas menyangkan 
kebijakan pemerintah. Ada larangan mudik, terus tiba-tiba bandara sultan 
hasanundin dibuka. Itu otomatis bertolak belakang, ngapain biki peraturan 
begitu, kalau akhirnya tidak bisa di jalankan dengan maksimal. Tapi kami 
minta tolong masyarakat khususnya kelurahan batua harus benar-benar 
sadar diri bagaimana harus benar-benar sadar diri bagaimana harus 




Di simpulkan bahwa pemerintah bersikap tegas dengan kebijakan yang 
dibuat, agar pandemi ini cepat berakhir, dan masyarakat juga harus mempunyai 
kesadaran tentang larangan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah telah 
mengeluarkan salah satu kebijakan yaitu melakukanya PSBB untuk menangani 
wabah covid-19 yang ada di Kota Makassar. Kebijakan ini melibatkan banyak elemen 
                                                             






seperti lembaga, organisasi dan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat 
dalam penangana waba Covid-19 sangat baik, selain untuk mengedukasi masyarakat 
juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif. 
Seperti yang dijelaskan dalam upaya replikasi kebijakan ini dimabil oleh 
pemerintah indonesia sebagai bentuk sensitifitas pemerintah pada kebijakan-
kebijakan yang sudag diformulasi dan diimpelementasikan dan dianggap berhasil 
oleh negara-negara lain. Sementara itu, di sisi kesehatan, pemerintah indonesia 
menyediakan alat pelindung diri (APD), masker, obat-obatan, mengalih fungsikan 
beberapa hotel dan gedung pertemuan menjadi rumah sakit khususnya penanganan 
Covid-19. Pemerintah indonesia juga mengoptimalkan tes Covid-19, naik melalui 
rapid tes maupun melaluli PCR. 
Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat yang maish menjadi 
kejanggalan di kalangan masyarakat, karena himbaun yang dibuat masih bersifat 















1. Respon Pemerintah Kelurahan Batua dalam penanganan Covid-19 
pemerintah setempat baik pemerintah daerah maupun lurah sejajaran 
sangat tanggap dalam menangani Covid-19 terkhususnya pada warga 
kelurahan Batua, terutama saat ada warga yang terindetifikasi terpapar 
Virus  Covid-19. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. 
2. Kebijakan Pemerintah Kelurahan Batua dalam penanganan kebijkan 
Covid-19 respon pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini 
tentunya masih banyak hal-hal yang perlu ditinjau kembali. Kita tentunya 
masih mengigat di awal munculnya Covid-19 ini di indonesia., repson 
pemerintah menurun sebagian orang dinilai sangat lamban dan terkesan 
memberikan ruag untuk perkembangan dari covid-19 ini di indonesia. 
Terlebih lagi, banyaknya kebijakan-kebijakan yang mewarnai penanganan 
pandemi ini yang dinilai sebagai komspirasi politik atau dengan kata lain 
hanya sebagai kepentingan politik dari beberapa golongan. Maka dari itu, 
sedari awal penangan untuk pandemi ini banyak masyarakat yang enggan 
untuk melakukan yang diperintahkan oleh pihak pemerintah dikarenakan 
masyarakat banyak yang berpikiran bahwa covid-19 ini hanya sebagai isu 
untuk kepentingan segelintir orang saja. Seiring berjalanya waktu, 






pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini, seperti 
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.” 
B. Saran 
Adapun saran dari penulis berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut 
yaitu: 
Dari sini pemerintah harusnya belajar untuk tidak terkesan menggap remeh 
sesuatu, pemerintah pusat harus siap dalam kondisi appaun dan tidak boleh lepas 
tangan dengan kebijakan yang diambil. Hingga hari ini belum ada kejelasan kapan 
wabah ini akan berakhir, pemerintah harus terus mengkaji dan melakukan 
pertimbangan ke depan jika saja sewaktu-waktu Covid-19 ynag menjangkit indonesia 
semakin parah. 
Tentu kita sama-sama tahu bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat selain itu, nyawanya juga bukanlah hal yang 
biasa dianggap sepele. Yang disesalkan, pemerintah sejak awal harusnya siap hadapi 
corona. 
C. Implikasi Penelitian 
 Penelitian ini membahas tentang Respon Pemerintah Kota Makassar dalam 
penanganan Covid-19 sehingga dalam merumuskan kebijakan, perlu kiranya 
mengadakan riset terleboh dahulu karena berfungsi sebagai salah satu referensi, 
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